BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu
menetapkan Pedoman Biaya Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.21.1.3-1719 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.1.3 Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemeilihan
Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan
Tahun 2025-2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7069);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);


HUKUM
Typewritten text
2


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 2 Tahun
2023 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023
Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat 2 Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Biaya Penunjang Operasional digunakan untuk koordinasi,
penanggulangan kerawanan sosial Masyarakat, pengamanan dan
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(2) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 sebesar 70% (tujuh puluh persen) oleh Kepala Daerah
dan sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Wakil Kepala Daerah

PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Takalar
T Zw“_: Ditetapkan di Takalar
w.mhrj e pada tanggal 11 Maret 2025
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BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR 2
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